PUTUSAN
Nomor 0703/PdLG/2017/PA. Tbh

pan I a1 )y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerksa dan mengadil
perkara perdats ceral gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim
Majelis telah menjatubkan putusan antare

umur 24 tahun, agama Islam,

pendidikan  SMA.  pekerjsan  Mengurus  Rumah

Tangga, tempat tnggal di Jalan M. Said Gang

Helaras Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan

Tembilahan Kabupaten Indragin  Milir,  sebagai

"Penggugat’,

melawan

umur 23 tahun, agama islam,

pendidikan SMP. pakeraan . tempat tinggal Jalan

Padupai Gang Burak Kelurahan Tembilahan Kota

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragin Hilir,
sebagal " Tergugat',

Pangadilan Agama termsebut |

Telah membaca dan mempelajan berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat sera memenksa buktl surst

dan saksi-saksi di parsidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Panggugat dengan surat gugatannya tedanggal
04 Oktober 2017 yang telah terdaftar o Kepaniterann Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 0703/Pd.G/2017/PA Toh, tanggal 04 Oktober 2017
mengemukakan hal-hal sebagal berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugal adalah suami-istni sah, memnkah
E pada tanggal 15 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
' Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten

indragin Hillr Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor |
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G5226/X172012, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikelyarkan oleh
KUA Kecamatan tersebut,

2. Bahwa setelsh menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunini
se0rang anak bermama janis kelamin laki-daki, umur 4
tahun sekacang anak tersebut dalam asuhan keluarga Penggugat,

3 Bahwa selama dalam ikatan permnikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagal suami-strl, berftempat tinggal selama 1
hart dirumah orang tua Penggugat di Tembilahan,

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat
dgengan Tergugat sudah tdak hamonis lagl karena senng tedadi
perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat
tidak memberkan nafkah dan melalaikan kewajiban sebagal suami
terhadap Penggugat dan sampal sekarang ini telah berpisah tempat
tinggal selama lebih kurang 5 tahun,

5 Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga
rumah tangga Penggugat dengan Terugat tidak mungkin dipersatukan
lagl dan Penggugat tdak sanggup lagi untuk meneruskan hidup
berumah tangga dengan Tergugat,

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesusl dengan

Ketentuan yang beriaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq  Majelis Hakim yang telah

ditetapkan, agar segera memerksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

mentubkan putusan sebagal bernkut

PRIMAIR

1. Mangabulkan gugatan Penggugst,

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat

torhadap Penggugat
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3. Apabila gugatan saya inl diputus dikabulkan mohon memernintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mangiimkan salinan
putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Targugat serta
tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut,

4. Membebankan blaya perkara menurut hukurm,

SUBSIDAIR ¢

Apabila Majelis Hakim barpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadic dan
tidak pula menyuruh orang lan sebagal wakil atau Kuasanys, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 0703/PatGR2017/FA Tobh tanggal 11
Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktobar 2017 Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali
dengan Tergugat sebagei suami isterl, namun tidak berhasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonests Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di
parsidangan,

Menimbang, bahwa pemerksaan perkara ini dilanjutkan dengan
maembacakan surat gugatan Penggugat yang sinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil  gugatannya, Panggugst
telah mengajukan bukli surat berupa Fotokopi Boku Kutipan Akta Nikah
Nomor | 652/26/X1I112012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragin Hilir Propinst Risu,
tanggal 17 Desember 2012, lnlu Majelis memertksas bukti surat tersebut dan
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mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeteral cukup
oleh Ketun Majelis diber tanda P
Menimbang. bahwa disamping bukti  surat, Penggugat  juga
mengajukan buktl saksi-saksi sebagai benkut |
1 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA,  pekerjman  wiraswasta, bertempat tinggal di  Jalan M sad
Gg Belaras, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembiahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagar tetangga Penggugat, df
bawah sumpahnya membaerikan keterangan sabagai berikut |
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kKarena sebagal
ayah kandung Penggugat,
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istert yang sah,
setelah menikah Pengguget dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
saksi
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1
anak
Bahwa sejak awal pemikahan keadsan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmons lagi karena sering
terjadi parselisihan dan pertengkaran,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak permah memberkan nafkah
kopada Ponggugat,
Bahwa hingge sekarang inl antara Penggugat dengan Tergugst
sudah berpisah tempal tinggal sejak bulan Desember 2012 dan
sampal sekarang selama kurang lebih 5 tahun Tergugst pergi
meninggalkan Penggugat,
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetap tidak berhasil,
2 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekenasn dagang, bartempat tingge! di Lr Kampung Jawa RT 05 RW 08
Kolurahan Tembilaban  Kots, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
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Indragin Hilir, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagal benkut

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai

tetangga Penggugat,

Bahwa FPenggugat dengan Tergugat adalah suami-ister yang sah,

sotelah menikah Penggugat dan Tergugat berdempat tinggal di rumah

orang tua Penggugat:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunial 1

anak

Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran,

«  Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugal dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagal suami,
Bahwa hingga sekarang ini antars Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 dan
sampal sekarang selama kurang lebih 5 tahun Tergugat pergl
meninggalkan Penggugat,

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk

rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnyas menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara il dan telab menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannys
serta memohon perkar ini segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majels
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acars,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuralkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuni pasal 145 R Bg 1o pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat talah dipanggil
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secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mang Penggugat secara in parson telah hadic dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tdak pula menyuruh orang lsin sebagal wakil atau
Kuasanys tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum, Oleh karenanys Terguget harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan Pasal
149 ayat (1) R By,

Menimbang. bahwa pedama-tama harus dipertimbangkan adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta
Nikah), ternyats adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami-istrl yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember
2012, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan
patut menjadi pthak-pihak dalam peckara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat fidak hadit  dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian
sebagaimana dikehendaki oleh pasal B2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedus kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilas
Hukum islam serta Peraturan Mahkamah Agung R 1. Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah
tangganya dengan Tergugat tetapi tdak berhasil, maka pemaeriksann parkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengasjukan gugatan ini
adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering tenadi perselisinan
dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah Targugal sebagal suami
tidak parmah member nafkah kepada Penggugat,

Menmbang, bahwa untuk menguatikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajuka bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti.
bukti mana Majelis Hakim akan mempedimbangkan benkut ini;

Halaman 8 dan 11 hal. Putusan Nomar 0703/Pdt G/2017/PA Thh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon. telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam
perkara inl, sehingga tdak perlu diulang lagi,

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, termyata keduanya
adalan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehinggs
patut divakini bahwa kedun saks) tersebut mengetahui keadaan rumah
tanggs Penggugat dengan Tergugat karenanys kesaksian saksi-saksi
tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesual dengan ketentusan pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menarangkan
bahwa keadsan rumah tangge Penggugatl dengan Tergugat sejak awal
pemikahan  senng teradi perselisihan dan  pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah dan melalaikan kewajibannya sebagai
suami dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 5§ tahun, Tergugat pergl meninggalkan
Penggugat,

Menimbang. bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dibenkan
dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan  pengetahuan  yang
bersumber dar penglihatan dan atau pendengaran sendir, keterangan satu
dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dall-dalil
dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuasl dengan
ketentuan Pasal 171 R.Bg Jjo. Pasal 308 - 308 R.Bg, dengan demikian
saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat
matenil buktl saksi, sehingga keterangan saksisaksi @ guo leiah dapat
ditenma sebagal bukt yang cukup mendukung kebenaran dall-dall dan
alasan gugatan Penggugat dalam parkars ini;

Menimbang. bahwa darl gugatan Penggugat. yang didukung bukti P
dan 2 (dua) orang saksi sebagmmana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta-fakta sebagal berkut |
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistd yang sah,
menikah pada tanggal 15 Desember 2012 dan telah dikarunial 1 orang
anak;

- Bahwa antara Panggugat dengan Tergugat telah teradi parsalisihan dan
pertengkaran secars lerus menerus sejak  awal menikah  yang
disobabkan karena Tergugat tidak member nafkah dan melalakan
kewajibannya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang inl sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya,

Bahwa antara Penggugat dengan Terguget sudah diupayakan agar
rukun kemball sebagal suami-istri, akan tetapi tidak berbasil;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di stas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dall dan alasan gugatan Penggugat telah terbukt
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marmage) serta sudah
sangat sullt untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dar fakta di mana telah lerad pertengkaran dan
perselisthan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah
tompat tinggal (Scheiding van tefel end bed) selama 5 tahun serta upaya
damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemaeriksaan perkara
int, tidak berhasil. Hal Ini adalah merupakan indikasi bahwa antara
Panggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagl
harapan akan hidup rukun dalam membing cumah tangga:

Menimbang. bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampal pada kondisi pecah, maka dengan tdak
mempertimbangkan lagi dan pihak mana datangnya penyabab perselisihan
dan partengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk
dapst mewujudkin tujuan parkawinan yaitu untuk membentuk Keluarga atsu
rumah 1angoa yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhansn Yang Maha
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Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau  keluarga
yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam),

Menimbang. bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondisi tersebut distas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dan pada masiahat (kebakan), diantaranya pendertaan batin
yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padshal menolak keburukan
harus didahulukan daripada mengharap kebakan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 82 yang
betbuny! .

Mt wila o o ke aedialle
Artinya . Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada
meraitt kemasiahatan (kebaikan) |

Menimbang, bahwa selanjutnya jugs Majelis Hakim perlu untuk
mangetengahkan dalil syar'i yang termaktut dalam kitab Ghoyatul Marom
yang Majelis Hakim ambil sebagal pendapat Majehs dalam memutus perkara
i yakni

Alle | pecalill Ale 3l Lo 9 30 Ay M) A0t 5 i 01 )
Artinya ‘DI waktu istern setelah memuncak kebenciannys terhadap suami,

di seat itulah Hakim diperkenankan menjatubkan talaknya suemi
dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangsn
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
berceral dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19 haruf () Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesus
ketontuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepstutnys untuk
dikabulkan dan sesusl ketentuan pasal 118 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi
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Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatubkan Talak
Satu Ba'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengadilan Agama, yang
tolah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2000, Majelis Hakim memernintahkan kepada Pantera Pengadilan Agama
Tembilahan untuk mengiimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama  tempat parkawinan  Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal B8 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarmya,

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang.
undangan yang berdaku serta dalibdall syar'l yang berkaitan dengan perkara
it

MENGADIL)
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggll dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak saty ba'in sughro Tergugat

terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera  Pengaditan  Agama  Tembiahan  untuk
mengirmkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragirt Hilir Propinsl Riau untuk dicatat datem daftar yang disediakan
untuk tu,

5 Membebankan kepada Penggugatl untuk membayar biaya perkara
sejumiah Rp 341 000 - (tige ratus empat puluh satu rbu ruplah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami
RIDWAN HARAHAP, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI
DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

"~

AN HARAHAP, S.H.

Hak‘ugAnggota‘ Hakim Anggota,
P liar———
i
RIKI DERMAWAN, S.H.l. FATHUR RIZQI, S.H.1L,

Panitera Pengganti,

P
.

TAHA?ﬁthIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000 -
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 250.000.-
4. Biaya Redaksi, = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000.-

Jumlah = Rp 341.000-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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